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Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simelue (L.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 176,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 200] tentang  Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Dacrah Istimewa Acch Scbagai Provinsi Nanggroe
Acch  Darussalam.(L.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebaglan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat 1 dan Tingkat 1I (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3410);

[0.Peraturan ~ Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1992  tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah
Tingkat I,

Il Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3257):

I2.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 lcntang Retribusi

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 41 39),

I3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancungan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14 Kennthican
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14.Keputusan  Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Kepada Dacrah Tingkat I dan Tingkat I

I5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kenderaan

Bermotor Umum;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

[7.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota:

18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 200] Tentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Dacrah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 Tentang

*
Lembaran Dacrah dan Berita Dacrah.

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota,
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
MEMUTUSKAN :

netapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG 1ZIN USAHA
ANGKUTAN KENDERAAN BERMO'I'OR.

BAB /}/
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Qanun inj yang dimaksud dengan

I Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah  Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom
Yang lain schagai Badan Eksekutif Dacrah:

3. Bupati adalah Bupati Bircuen:

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
: Terbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Dacraly dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atay Organisasi yang
sejenis, Lembaga, Dang Pensiun, bentuk usaha letap serta bentuk badan

usaha lainnya;

orang dan atau barang;

*8. Kenderaan Bermotor adalal Kenderaan yang digerakkan oleh peralatan

tehnik yang berada pada kenderaan ity:

" 9. lzin Trayek adalal adalah suatu izin yang diberikan kepada Pengusaha
angkutan orang dengan kenderaan umum pada suatu lintasan tertentu;
10.1zin Operasi adalah sualu izin yang diberikan kepada Pengusaha

angkutan orang tidak dalam trayek;

L. Mobil Penumpang adalah sctiap kenderaan bermotor yang dilengkapi
dengan schunyuk-bunyaknyu 8 (delapan) tempat duduk, (idak lermasuk
tempat duduk pengemudi baik dengan maupun lanpa perlengkapan
pekerjaan pengangkutan bagasi:

‘12.Mobil Bus adalah Kenderaan bermotor yang dil“engkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik

dengan maupun lanpa perlengpakan pengangkutan bagas;:

13. Mobil ... /,l/
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I3. Mobil Barang adalah kenderaan bermotor yang selain sepeda motor,
mobil penumpang, mobil bus dan kenderaan khusus:

14.Kenderaan Umum adalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran:

5. Kartu Pengawas adalah suatu karty yang merupakan kutipan dari Surat
Keputusan lzin Trayek atau Izin Operasi yang selalu berada pada setiap
kenderaan yang (clah memperoleh izin trayek atau izin operasi;

16.Kartu Izin Usaha adalal suatu kartu yang merupakan kutipan dari surat
Keputusan izin usaha angkutan barang yang harus selalu berada pada
setiap kenderaan yang telah memperoleh izin usaha angkutan barang.

I7.Pemeriksaan  adalah serangkaian  kegiatan  unwk  mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Dacrah;

I8 Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB 11
OBJEK, SUBJEK DAN PERSYARATAN 1ZIN
Bagian Pertama

Objck, Subjek dan Persyaratan lzin
Usaha Angkutan

Pasal 2

- Objek Izin Usaha Angkutan adalah setiap Usaha Angkutan orang dan atay

Angkutan Barang dengan Kenderaan Umum.

Pasal 3

Subjel Izin Angkutan adalah semua kegiatan Usaha Angkutan orang atau

Angkutan Barang dengan Kenderaan Umum yang dilakukan oleh:

% Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional; ‘
) ¢. Koperasi M .
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¢ Koperas;.
d Perorangan Warga Negara Indonesia

Pasal 4

(1) Setiap usaha yang menyclenggarakan kegiatan Angkutan orang dan atau
anghutan barang dengan kenderaan umum dalam Daerah wajib
memiliki 1zin Usaha Angkutan

(2)lzin Usaha Angkutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini udak berlaku
untuk

-

4 Perusahaan Biro Perjalanan Umum untuk  menunjang  kegiatan
usahanya,

b Perusahaan yang melaksanahan hegratan pengangkutan orang sakit
dengan mobil Ambulance

¢ Keguatan Penganghutan jenazah dengan mobil yenazah,

d Kegiatan  pengangkutan yang  bersifal  untuk  pelayanan

kemasyarakatan

Pasal §
Usaha Angkutan schagaimana dimaksud pada Pasal 2 erdin dan
4 Usaha angkutan orang dalam trayck tetap dan teratur,

b Usaha Angkutan orang 1idak dalam trayck,

¢ Usaha Angkutan Barang,

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan 1zin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1), pemilik/penanggung jawab harus mengajukan
permohonan yang bermatera secukupnya kepada Bupati melalui Dinas
Perhubungan

L

(2)Surat  Permohonan  tersebut  dalam ayat (1) pasal i, harus
mencantumkan  nama pemilik/penanggung  jawab, alamat dan
! melampirkan :

a NPWPIPWPD.
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b. Akte Pendirian Perusahaan bags Badan Usaba Mk Negarz wa,
Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan |saha Midd Swasta,
¢ Surat 170 Fempat Usaha,

d Surat Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atas e
Kendaraan Barmotor

¢ Surat  Pemnyataan kesanggupan atau  menyedakan  faiita
penyImpanan kendarzan bermotor

(3)Tata cara pengzjuan dan syarat-syarat tambaban laooyz erz
bentuk/mode] surat permohonan izin usaha angkutan, distur lebin 2
dengan keputusan Bupati

- Pasal 7

(1)Kepada Perusahaan Angkutan yang tclah memperoleh lzm Usabz
Angkutan_ diberi Karty Izin Usaha Angkutan.

(2) Karty Izin I,’sahaAngkLuandinnkwddaiamayat(l)pasai wu diberikan
oldnKepalaDmasPerhuhmganmasmnnBupau.

Pasal §

(1) lzin Usaha Angkutan dicabut karena -

a. Perusahaan Angkutan tidak melakukan kegiatan usaha anglogan

b. Melakukan kegiatan angkutan yang membohayakan keamonan
negara;

c. Telah melewati masa peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berture-
turut dan dilakukan pembekuan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha angkutan, penngatan
tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan, diatur dengan

i Keputusan Bupat.

Bagian Kedua
Izin Trayek

Pasal 9

Q!)Mu&ﬁmkegﬁmmmmamdﬁnmmh
; lcraurscbagimmdinﬂwdpahm”hmfa,njb-dﬁhh

l . ’ o Ild .
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(2) lzin Trayek  dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memenuhi

persyaratan

a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;

b. Memiliki atay menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;

¢ Memiliki menguasal - fasilitas penyimpanan  kendaraan
bermotor,;

d. Memiliki atay menguasai lasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 10

Setiap  Perusahaan Angkutan yang telah mendapatkan izin trayek

berkewajiban untuk -

a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek;

b. Mengoperasikan  kendaraan bermotor yang memenuhi  persyaratan
tehnis dan laik jalan:

¢. Mclaporkan apabila (erjadi perubahan domisili perusahaan:

d. Meminta pengesahan  dari Pejabat - Pemberi Izin - apabila terjadi
perubahan penanggung jawab perusahaan;

¢. Melaporkan setiap bulan kegiatan opcrasional pc;lgangkulan.

Pasal 11
(I)Kepada Perusahaan Angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek,

diberikan Kartu Pengawasan.

(2)Kartu Pengawasan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas nama Bupati.

Pasal 12
(1) Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan
Angkutan yang (clah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan

kendaraannya menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya,

(2) Izin Insidentil scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) 1anya diberikan

untuk kepentingan :

a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu

seperti Lebaran, Liburan Sekolah, Natal, Tahun Bary dan lain-lain;

b. Keadaan .., (A{
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b. Keadaan dnr'ul lertentu seperti Bencana Alam dan lain-lain;
¢. Pengarahan Massa seperli: Kampanye  Pemilu, Rombongan Olah

Raga, Karya Wisata dan sejenisnya.

(3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi
dan berlaky paling lama 14 (empat belas) hari dan  tidak dapat
dipcrp:m_jung.

W

Pasal 13

(1) lzin Trayek dicabut karena :
a. Tidak memenyhi kewajibannya scbagaimana diatur pada pasal 10
Keputusan:
b. Melakukan pengangkatan melebihi daya angkut;
¢. Telah lewat masy peringatan (ertulis sclama 3 (tiga) kali berturut-
trut dan telah dilakukan pembekuan izin,
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin trayck, peringatan tertulis,

pembekuan dan pencabutan izin trayek, diatur olch Bupati.

Bagian Ketiga
Izin Operasi

Pasal 14

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang tidak dalam trayek

sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huryf b, wajib memenuhj izin

operasi.

(2) Izin operasi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan olch Bupalti
atas usul dan saran pertimbangan dari Kepala Dinas Lalu Lingas dan
Angkutan Jalan.

(3) Untuk memperoleh izin dimaksud dalam aya( (1) pasal ini,

memenuhi persyaratan -

harus

a. Memiliki Izin Usahg Angkutan;

b. Memiliki atay menguasai kenderaan bermotor yang laik jalan;

47
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¢ Memilki g menguasal  lasilitas penyimpanan  kenderaan

bermotor:

d. Memiliki atay menguasai fasilitas perawatan kenderaan bermotor.

Pasal 15

Setiap Pengusaha Angkutan yang tclah mendapatkan 1zin Operasional

berkewajiban untuk :

a. Memenuhj kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin opcrasi,

b. Mengoperasikan kenderaan  bermotor yang memenuhi  persyaratan
tehnis dan laik jalan;

C. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan:

d. Meminta pengesahan  dari Pejabat Pemberi Izin apabila terjadi
perubahan penanggung jawab perusahaan:

¢. Melaporkan sctiap bulan kegiatan operasional angkutan,

Pasal 16

(1) Kepada™ Perusahaan Angkutan yang telah memperoleh izin operasi,

diberikan Karty Pengawasan,

(2) Kartu Pengawasan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh

Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati.
Pasal 17
(1) Izin Operasi dicabut, karena -

a. Tidak memenuhi persyaratan: scbagaimana diatur pada pasal 14
ayat (3); ‘

b. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut:

¢. Telah lewat masa peringatan tertulis sclama 3 (tiga) kali berturut-

turut dan telah dilakukan pembekuan izin,

(2) Ketentuan Iebih lanjug mengenai bentuk izin operasi, peringatan tertulis

dan Pencabutan izin operasi, diatur oleh Bupati.

BAB /I/
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BAB 111
JANGKA WAKTU BERLAKU IZIN
Pasal 18
(1) Jangka waktu berlaku Izin  Usaha Angkutan, ditetapkan selama
I erusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya atau
sampai adanya pencabutan izin berdasarkan Pasal 8 Qanun ini;
(2)Jangka wakty berlakunya izin trayek/izin operasi ditetapkan selama 5
(lima) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali;

(3)Jangka waktu berlakunya Kartu Izin Usaha ditetapkan selama 1 (satu)
tahun dan setalah ity dapat diperpanjang kembali
(4) Jangka waktu berlakunya Kartu Pengawas ditetapkan selama 1 (satu)
tahun dan setalah itu dapat diperpanjang kembali.
Pasal 19
. Ketentuan mengenai lata cara dan syaral-syaral perpanjangan Kartu Izin
Usaha Angkutan dan Kartu Pengawas terscbut pada Pasal 18 ayat (2) dan
ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
(1) Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya mengurus izin
sebagaimana dilctapkan dalam Qanun ini diancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 (cnam) bulan atau denda paling banyak

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran,
BABY
PENYIDIKAN
Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah

diberi wewenang khusus schagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi. '

F ﬂ
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(2) chcnang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat | (satu) adalah:

a. Menerima, mencyri dan mengumpulkan serta meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Menelit, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang
pribadi atau badan lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana:

C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungun dengan tindak pidana;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana:

€. Melakukan pengeledahan  untuk mendapatkan  bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti terscbut;

[* Meminta bantuan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

& Menyuruh berheni. melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud
pada huruf'¢;

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

i Memanggil orang untuk didengar kelerangannya  dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

J- Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,

(3) Penyidik  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal inj
memberitahukan  dimulainya penyidikan  dan menyampaikan  hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuaj dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 98] tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB//
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v BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai
peraturan pelaksanaannya akan diatur Iebih lanjut dengan Keputusan

1 Bupati..
Pasal 29
Pada  saat mulai berlaky Qanun ini, maka semua peraturan  yang
bcrlcnlungg_m dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 30
Qanun ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten

Bircuen.

Disihiginedj Bircucn
5\;)) .IK\}() N(n(mhu 2002 M

Diundangkan di Bircuen
pada tanggal 2 _Desember 2002 M
S 27 Ramadhan 1423 H

" PN

éEKRETAR DALRAH KABUPATEN,
PP —
.' ”U‘)vﬁ

Rigr
AN Iy

mﬁ#lAdAN BASRI DJALIL,

ina Utama Muda

N Pe
N ey »N.p 010 071 923

LEMBARAN DAERAI KABUPATEN BIREUEN TALIUN 2002 NOMOR 63
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PENJELASAN
ATAS
QANUN

KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 53 TAHUN 2002

TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN KENDERAAN BERMOTOR

L. PENJELASAN UMUM :;

I. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 "Tahun 2000 tentang
Perubahan A(as Undung-umiung Nomor 1§ Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 'ahun
2001 tentang Retribusi Dacrah, maka untuk menwujudkan Otonomi Dacrah

yang luas, nyata dan bertanggung  jawab  kepada Dacrah diberikan

kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus  rumah
tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli

Daerah,

)

Bahwa schubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta
untuk adanya ketertiban dan keteraturan dalam penerbitan izin usaha
angkutan kenderaan bermotor, dipandang perly mencelapkan Izin Usaha

Angkutan Kenderaan Bermotor.

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Izin Usaha

Angkutan Kenderaan Bermolor, perlu diatur dalam suatu Qanun,

IL. PENJELASAN PASAL DEM]I PASAL :

Pasal |

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. M
Pagal o’
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Pasal 4

Cukup jelas
Pasal §

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelay
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal | |

Cukup jelas
Pasal |2

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
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Pasal 19

Cukup jelas,

Pasal 20

Cukup jelas,

Pasal 2|

Cukup jelas,

Pasal 22

Cukupjcla&

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas,

Pasal 26

(‘ukupjcl;m

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas,
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